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Jakarta, BERKAT.

Wakil Ketua Badan Pemeriksa
Keuangah (BPK) Ali Maskur Musa
menilai opini wajar tanpa pengecualian
pada hasil audit laporan keuangan yang
dilakukan BPK pada kementerian dan
lembaga belum rpenjamin kementerian dan
lembaga bersangkutan bebas dari korupsi.

“Opini WTP (wajar tanpa
pengecualian) yang diberikan BPK saat
ini berbeda dengan dugaan korupsi yang
ditemukan lembaga penegak hukum pada
suatu kementerian dan lembaga,” kata Ali
Maskur Musa, di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, dalam mengaudit laporan
keuangan kementerian dan lembaga (K/
L), BPK memotret kewajaran laporan
keuangan tersebut, sehingga jika laporan
keuangannya wajar maka diberikan opini

WTP.

Kalau saat ini di suatu
kementerian dan lembaga
ditemukan indikasi atau
dugaan korupsi oleh
lembaga penegak hukum,
menurut dia, hal itu adalah
merupakan aspek hukum
yang merupakan
kewenangan penegak
hukum. 5

Manatan Anggota DPR
RI ini menambahkan, hasil
audit terhadap laporan keuangan K/L jika
ditemukan indikasi dugaan korupsi di
bawah tiga persen masih bisa diberikan
opini WTP, tapi jika indikasi dugaan

korupsi tiga persen atau lebih tidak bisa

diberikan opini WTP.

ALIMASKUR MUSA

“Karena itu, suatu
kementerian dan lembaga
yang laporan
keuangannya mendapat
opini WTP sepenuhnya
bebas korupsi,” katanya.

Di sisi lain, Ali
Maskur menilai, hasil
audit laporan keuangan
yang dilakukan BPK
tidak bisa menjadi alat
bukti di pengadilan jika
ada temuan dugaan
korupsi sehingga belum menjadi aspek
hukum.

Ia mengakui, BPK sering memberikan
catatan adanya indikasi dugaan korupsi
pada hasil audit laporan keuangan K/L
tapi catatan tersebut. sering tidak
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diindaklanjuti oleh lembaga penegak r
hukum. ‘

Ali Maskur mengusulkan, agar DPR
RImerevisi UU No 15 tahun 2006 tentang |
BPK yakni dengan menguatkan
kewenangannya, antara lain, hasil audit
BPK bisa menjadi alat bukti di pengadilan.

“Jika catatan indikasi korupsi yang
diberikan BPK semuanya ditindaklanjuti
dan hasil audit BPK bisa menjadi alat
bukti di pengadilan, saya optimistis lebih
banyak dugaan korupsi bisa diungkap dan
penyimpangan keuangan bisa dicegah,”
katanya.

Menurut dia, jika DPR merevisi UU |
BPK dengan menguatkan kewenangannya
maka BPK memberikan kontribusi lebih
besar dalam pemberantasan korupsi. (arnt)




